
SALINAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 

     NOMOR 96 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 113 TAHUN 2023 
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA 
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM 

NEGERI BAGI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya
Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali
Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bersama
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Nomor :SE-1/PK/2024 dan Nomor
900.1.15.1/26208/Keuda tentang Tindak lanjut atas Putusan
Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai
Permohonan Keberatan Hak uji Materiil terhadap Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional dan berdasarkan ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
tentang hak uji Materi, maka Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan
tidak berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2024;

WALI KOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang  Pencabutan Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor 113 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali 
Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan 
Aparatur Sipil Negara. 

 
 

Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);  

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);  

 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6396); 

 
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199);  

 
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);  

 
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
19. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2021 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Wali 
Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2021 Nomor 20) sebagaimana teah diubah dengan 
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 105 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya 
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan 
Dalam Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 105). 

 
 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 113 TAHUN 
2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI 
KOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG 
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALI 
KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH, DAN APARATUR SIPIL NEGARA. 
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Pasal 1 
 

Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 113 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 
20 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam 
Negeri Bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2023 
Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 

 

 
Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Oktober 2024 

        

           Pjs WALI KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

                                                                                 RESTU NOVI WIDIANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di .............. 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 8 Oktober 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
Pembina Utama Madya 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 97 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA 

Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. 
NIP. 197803072005011004 
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